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UMUM
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
diharapkan dapat meningkatkan lapangan kerja dan investasi, yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sektor pertanian memiliki sumbangan yang besar bagi perekonomian
Indonesia dan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga dengan
Undang-Undang ini dapat berpengaruh positif terhadap sektor pertanian.
Dalam rangka pencapaian hal tersebut maka terdapat 5 (lima)
undang-undang di sektor pertanian yang harus ditindaklanjuti dalam
Peraturan Pemerintah ini, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya
Pertanian Berkelanjutan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang di sektor
pertanian tersebut, memberikan konsekuensi untuk mengatur kembali
dalam satu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada sektor
pertanian.

Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui
cara konvensional dengan cara mengubah satu per satu Undang-Undang
seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif
dan efisien serta membutuhkan waktu, sehingga teknik penyusunan yang
sama juga diberlakukan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah untuk
sektor pertanian.

Materi muatan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk subsektor
Perkebunan mengatur kembali penggunaan lahan wuntuk Usaha
Perkebunan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kewajiban
pembangunan kebun bagi unit pengolahan Perkebunan tertentu dan
perbenihan  Perkebunan. Perubahan ini ditujukan agar lebih
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan
sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan
usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambabh,
daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan
konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan
perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat,
mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal,
bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa
Perkebunan.

Untuk PVT mengatur mengenai proses mendapatkan sertifikat Hak
PVT, permohonan wajib didaftarkan, diperiksa, diumumkan, dan dicatat
oleh Kantor PVT. Hak tersebut dapat dilaksanakan sendiri dan/atau
dialihkan kepada pihak lain untuk memanfaatkan varietas tanaman
tersebut secara komersial melalui perjanjian.

Mekanisme pengalihfungsian lahan sering dituding sebagai hambatan
dalam investasi, sehingga pengaturan larangan pengalihfungsian lahan
budi daya pertanian yang telah ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan
dan menjamin tersedianya lahan. Ketersediaan lahan tersebut
diperuntukkan untuk budi daya, mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan dan

kesejahteraan petani, memberikan kepastian berusaha tani dan
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mewujudkan keseimbangan ekologis serta mencegah pemubaziran
investasi infrastruktur pertanian.

Peraturan Pemerintah juga mengatur subsektor Hortikultura yang
memiliki potensi ekonomi sangat besar untuk menggerakkan roda
perekonomian, menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja serta
keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain. Oleh karena itu perlu diatur
usaha perbenihan meliputi Pemuliaan, Produksi Benih, Sertifikasi Benih,
dan Peredaran Benih serta sistem kelas produk berdasarkan standar
mutu dan standar harga.

Pengaturan subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi
Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal
Pakan, serta Obat Hewan. Penyediaan dan pengelolaan Kawasan
Penggembalaan Umum selama ini menekankan peranan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota untuk menetapkan di daerahnya yang
mempunyai persediaan lahan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum.
Dalam rangka peningkatan budi daya ternak skala kecil, terhadap daerah
yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat
ditetapkan sebagai Kawasan Penggembalaan Umum oleh Pemerintah
Pusat.

Terkait dengan pengaturan standar atau persyaratan teknis minimal
dan keamanan Pakan serta cara pembuatan Pakan yang baik merupakan
pemenuhan kriteria untuk produksi Pakan yang akan diedarkan secara
komersial di Indonesia. Pengaturan dalam aspek keamanan pangan,
diatur larangan penggunaan Pakan yang dicampur Hormon tertentu
dan/atau Antibiotik Imbuhan Pakan. Penggunaan Pakan tersebut dalam
Peraturan Pemerintah ini dikecualikan untuk keperluan Terapi dan
reproduksi yang penggunaannya dengan cara parenteral. Sedangkan
pengecualian penggunaan Antibiotik hanya untuk keperluan Terapi
dengan peresepan dokter hewan berdasarkan hasil diagnosis.

Obat Hewan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. Namun, peraturan tersebut
sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi di bidang Obat Hewan
sehingga perlu dicabut dan diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah
ini. Pengaturannya terutama penyediaan Obat Hewan dilakukan melalui
produksi dalam negeri dan pemasukan dari luar negeri. Produksi dalam
negeri dilakukan dengan cara produksi sendiri, produksi dengan lisensi,

atau kontrak kerja sama (Toll Manufacturing).
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “komoditas Perkebunan strategis
tertentu” adalah komoditas Perkebunan yang mempunyai
peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan
lingkungan hidup, antara lain kelapa sawit, kelapa, karet,
kakao, kopi, teh, tebu, dan tembakau.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a
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Yang dimaksud dengan “mengusahakan dan memanfaatkan

lahan yang difasilitasi” bertujuan untuk mencegah beralihnya

kepemilikan dan penguasaan lahan fasilitasi yang diberikan

kepada masyarakat sekitar.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



